BAB V
PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

1. langkah cerdas dengan memberikan penugasan atau paling tidak himbauan
kepada seluruh mahasiswa masing-masing guna melaksanakan tugas
pengabdian sosial melakukan pendiskusian tentang peran ormas menuju
pemilu 2019 ini, karna bagi SMI sendiri pemilu 2019 bukan lah pemilu
rakyat yang membicarakan kesejahteraan rakyat secarah umum tapi pemilu
2019 adalah pemilu yang hanya mengutamakan kepentingan modal atau
pengusaha saja, itulah yang dapat kita evaluasa dari pemilu-pemilu sebelum
nya, nah lantas peran oramas di situ memberikan pemahaman kepda
masyarakat ,supaya masyarakat tidak dibodohi lagi oleh para penguasa atau

partai politik yang ada.

2. Momentum Pemilu Borjuasi 2019 juga mesti dijawab oleh kepeloporan
gerakan kaum muda dengan terus mengkampanyekan delegitimasi politik
borjuasi yang sudah bangkrut dan menyerukan persatuan gerakan rakyat
untuk membangun kekuatan alternative. Gerakan golput jika tidak disertai
dengan aktifitas revolusioner untuk menyuarakan “kami butuh politik
alternative” juga tidak akan menjadi kekuatan yang signifikan. Oleh karena
itu, gerakan mahasiswa bersama gerakan rakyat harus segera menyusun

agenda-agenda revolusioner, serta menegaskan tekad untuk memperkuat
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persatuan semua sektor kerakyatan, sebagai senjata untuk merebut

kedaulatan ekonomi-politik kembali ketangan kelas pekerja.

SERIKAT MAHASISWA INDONESIA menyatakan sikap :

1. Pemilu Borjuasi 2019 Bukan Pemilu Rakyat, Bangun Kekuatan Politik
Alternatif !

2. Lawan Sistem Pasar Bebas dan MEA yang meliberalisasi ekonomi-

politik bangsa Indonesia (WTO, RCEP, dll).

3. Lawan Kapitalisasi Pendidikan.

4. Hapus sistem Uang Kuliah Tunggal, berikan transparansi anggaran
pendidikan dan jaminan kebebasan berserikat dan beraspirasi di
lingkungan kampus.

5. Lawan Politik Upah Murah dan cabut PP 78/2015.

6. Lawan Perampasan Lahan Rakyat atas nama Pembangunan

7. Hentikan Kekerasan Terhadap Gerakan Rakyat (Kriminalisasi Buruh,

Kriminalisasi dan Drop Out Mahasiswa, Kriminalisasi Tani)
8. Berikan Jaminan Sosial terhadap Pemuda, KMK dan Keluarga Nelayan.
9. Gerakan mahasiswa, buruh, tani, KMK dan sektor rakyat lainnya bersatu,
meluaskan kampanye perlawanan terhadap pemilu borjuasi 2019 dan
menyerukan bangun alat politik alternatif.

Solusi Kesejahteraan Rakyat Indonesia:

1. Wujudkan Reforma Agraria Sejati.

2. Nasionalisasi Aset-aset Strategis di Bawah Kontrol Rakyat.
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3. Bangun Industrialisasi Nasionalisasi Kuat dan Mandiri.
4. Wujudkan Pendidikan Gratis, Ilmiah, Demokratis, Bervisi Kerakyatan.
5. Bangun Alat Politik Alternatif untuk mewujudkan Pembebasan Nasional

Melawan Imperalisme.

5.2 SARAN :

1.

2.

Di harapaka kepada seluruh ormas yang ada di matarm agar dapat
berpartisfasi dalam hal memberikan pendidikan politik kepada masyarakat,
agar masyarakat lebih mengerti tentang arti nya politik ini, di sisi lain
supaya masyarakat tidak mudah di bodoh-bodohi oleh partai-partai yang

ada atau elit politik yang ada

diharapakan kepada seluruh ormas tidak segampang itu memberikan sikap
politik nya kepada partai politik atau elit politik yang ada, atau mendukung
pemilu 2019. Silahkan evaluasi sejarah pemilu dari tahun 1955-2019,
bahwasan nya belum ada partai politik dan elit politik borjuasi yang bisa
menjawab kesejahteraan masyarakat. Maka SMI dengan tegas menyatahkan
sikap menolak pemilu 2019, dengan alasan rakyat lah yang mengambil
sendiri kesejahteraan nya, dengan cara membangun alat persatuan dan alat
politik secara bersama, bukan kita malah tunduk pada partai politik dan elit

politik borjuasi yang hanya menguntungkan kelompoknya saja.
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